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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 

DALAM DIREKTORI PUTUSAN No. 135/Pid. B/2015/PN. SDA TENTANG 

TINDAK PIDANA TANPA HAK TURUT SERTA MENEMPTKAN WARGA 

NEGERA INDONESIA DI LUAR NEGERI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

ISLAM 

 

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan No. 

135/Pid. B/2015/PN. SDA tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Turut Serta 

Menempatkan Warga Negara Indonesia di Lua Negeri 

Pada saat anak negeri sangat sulit mencari pekerjaan di negeri sendiri ada 

sebagian para penyalur TKI meraih keuntungan pribadi, dengan 

memberangkatkan TKI ilegal. TKI illegal merupakan jenis perbudakan pada 

masa modern telah menjadi isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. 

Seperti kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 135/Pid.B/2015/PN.SDA. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutuskan sanksi hukum 

terhadap terdakwah Luis Maakh dan Tri Yulianti ini awalnya mempertimangkan 

tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penemptan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berbunyi.1 

“Orang perseorangan dilarang menemptakan warga Negara Indonesia 

untuk bekerja di luar  negeri sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 102 ayat 

(1) huruf a, di Pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

                                                           
1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penemptan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri. 
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lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 

Dalam pokoknya tuntutannya Jaksa atau Penuntut Umum menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwah Luis Maakh dan Tri Yulianti masing-masing dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun, dan pidan denda masing-masing 2.000.000.000 (dua 

milyar rupiah). 

Adapun unsur-unsur tindak pidana membuktikan terdakwah bersalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Unsur “Barang Siapa” yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah 

siapa saja atau setiap orang yang didakwah dan dijadikan “subyek hukum”  

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2 

2. Unsur “Orang Perseorangan dilarang Menempatkan Warga Negara Indonesia 

untuk Bekerja diluar Negeri”. Unsur diatas terkandung suatu maksud 

(perencanaan), dalam penempatan atau pengiriman tenaga kerja keluar negeri 

haruslah didasarkan kepada suatu niat dan kesengajaan dalam melakukan 

perbuatan. Terdakwa Luis Maakh yang bekerja sebagai kepala cabang PT 

Fioken di Nusa Tenggara Timur, yang mana PT Fioken ini mempunya ijin 

merekrut tenaga kerja Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Terdakwa Luis 

Maakh telah menerima 6 orang CTKI yang telah direkrut oleh petugas 

lapangan yakni : Getrudis Bete, Sofian Febriana Kalake Kebo,  Novri Y Nafi, 

Kristina Benu, Indri Nabuasa dan Robeke Seuk. Selanjutnya terdakwa Tri 

Yulianti sebagai staf Job order Agency pusat yang berada di Malaysia telah 

                                                           
2 Direktori Putusan Negeri Sidoarjo No. 135/Pid. B/2015/PN.SDA, hal. 36. 
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merekrut 7 orang, yaitu: Galu Holi, Apriliana Bangi Tida, Yohana Bele, Ida 

Nitano, Belandina Fouk, Herlina Totu dan Maria Maltide Hoar. Kemudian 

CTKI sebanyak 13 orang oleh terdakwa Luis Maakh pada tanggal 12 Agustus 

2014 dikirim ke Surabaya dengan pesawat terbang dan di Surabaya dijemput 

oleh saksi Isye Indrawati pada saat berangkat CTKI tidak dilengkapi 

dokumen-dokumen perjalanan baik didalam negeri maupun keluar negeri. 

terdakwa Luis maakh memang bekerja sebagai kepala cabang PT Fioken di 

Kupang, akan tetapi berdasarkan Didik Suyanto, terdakwa Luis Maakh tidak 

mempunyai kapasitas mengirim CTKI keluar negeri akan tetapi hanya 

bertugas merekrut tenaga kerja  sehingga yang dilakukan terdakwa Luis 

Maakh tersebut tanggungjawabnya sendiri. Terdakwa Luis Maakh mendapat 

perintah merekrut tenaga kerja dari Kupang oleh Albert yang berada di 

Malaysia, melalui telepon seluler Luis Maakh,. Albert juga berbicara dengan 

terdakwa Tri Yulianti pada intinya meminta kepada para terdakwa untuk 

mencari tenaga kerja, dan jika sudah diperolah CTKI maka segera dikirim ke 

Surabaya kepada saksi Isye Indrawati yang sudah terbiasa mengurus CTKI. 

Selanjutnya CTKI dikirim ke Surabaya dengan dua kali penerbangan setelah 

sampai di Surabaya semua akan di urus oleh saksi Isye Indrawati, termasuk 

mengurus paspor, benar para CTKI tersebut dijemput oleh Isye Indrawati 

yang merupakan temen terdakwa Luis Maakh  dan Albert yang sering di 

minta pertolongan. selanjutnya CTKI diinapkan dirumah saksi Trisnawati 

yang menerima uang dari saksi Isye Indrawati untuk uang makan CTKI.  

Berdasarkan informasi masyarakat setempat 13 orang CTKI dapat di 
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amankan oleh pihak kepolisian dan tidak jadi diberangkatkan ke Malaysia. 

Bahwa terdakwa Luis Maakh yang telah terbiasa mencari tenaga kerja 

Indonesia meminta kepada terdakwa Tri Yulianti, untuk mencari tenaga kerja 

di Kupang, kemudian terdakwa Tri Yulianti mulai merekrut, menadata dan 

menyeleksi tenaga kerja dan slalu berhubungan dengan terdakwa Luis Maakh 

tentang tenaga kerja yang didapat dan persiapan keberangkatan ke Surabaya, 

sehingga para terdakwa mempunyai tujuan yang sama, yaitu merekrut dan 

memberangkatkan tenaga kerja keluar Negeri. terdakwa Luis Maakh sebagai 

kepala cabang PT Fioken dikupang dan Tri Yulianti sebagai staf job order 

Agency dan pernah menjadi TKI di Singapora dipercaya oleh CTKI untuk 

mempekerjakan di luar negeri yang disalah gunakan oleh para terdakwa, 

sebab para terdakwa tidak melibatkan atau berkoordinasi dengan instansi di 

Kupang, dalam rangak perekrutan dan pemberangkatan tenaga kerja ke luar 

daerah atau ke luar negeri.3 

3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 

serta melakukan perbuatan”. Rumusan unsur tersebut sebagai deelneming, 

yang merumuskan pelaku dader yang melakukan plegen yang menyuruh 

melakukan doen plegen atau yang turut melakukan medepleger adalah sama-

sama dipidana atas perbuatan yang dilakukan. Sehingga berdasarkan 

keterangan dan pengakuan para terdakwa, baik terdakwa Luis Maakh 

maupun terdakwa Tri Yulianti sama-sama mempunyai niat untuk mengirim 

tenaga kerja ke Malaysia melalui Surabaya, padahal sudah diketahui CTKI 

                                                           
3 Ibid.., hal. 38-42. 
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tidak mempunya standart sebagai CTKI dan terdakwa tidak mempunyai 

kapasitas mengirim tenaga kerja. Sehingga masing-masing mempunyai 

tanggung jawab sendiri dan juga masing-masing saling mempengaruhi 

dengan yang lain untuk merekrut dan mengirim tenaga kerja (turut serta).4 

Berdasrkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengatakan semua 

unsur telah terpenuhi, maka  para terdakwah telah terbukti memenuhi rumusan 

delik yang didakwakan, sehingga perbuatan para terdakwah telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan 

oleh Jaksa/Penuntut Umum, mendengarkkan keterangakn saksi, keterangan 

terdakwah, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim 

Pengadilan NegerinSidoarjojuga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 

dan meringankan terdakwah yaitu antara lain. 

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan para terdakwah merendahkan 

harkat dan martabat bangsa Indonesia. Para terdakwah menggunakan jabatannya 

untuk meraih keuntungan pribadi, disaat para tenaga kerja sulit mencari 

pekerjaan dalam negeri. 

Hal-hal yang meringankan: Para terdakwah mengakui perbuatannya dan 

berlaku sopan dalam persidangan, para terdakwah belum pernah dihukum, para 

terdakwah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, kesalahan 

itu tidak juga semata-mata dijatuhkan kepada para terdakwah, sebab jika 

pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang luas sampai ke Desa, agar warga 

Negara Indonesia mudah dalam negeri. 

                                                           
4 Ibid, hal. 42-43. 
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Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta 

pertimbangan Hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwah dengan pidana penjara, 

masing-masing 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua 

milyar rupiah), beserta membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 

5.000 (lima ribu rupiah). 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilau kurang 

memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya 

dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Padahal 

Jaksa/Penuntut Umum, menuntut dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun. 

Sementara putusan Majelis Hakim dirasa begitu ringan untuk tindak pidana 

tanpa hak turut serta menempatkan warga  negara Indonesia di luar negeri yang 

dilakukan oleh Luis Maakh dan Tri Yulianti, belum tentu menjamin untuk tidak 

mengulangi dimasa yang akan datang terbukti dengan banyaknya kasus TKI 

illegal. 

Memang banyak factor yang harus diperhatikan oleh hakim untuk 

tegagnya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga 

ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwah, 

menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan 

terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang membeatkan dan 

meringankan terdakwah seperti terdakwah belum pernah dihukum, dan mengakui 

kesalahannya. Tamun tetap saja hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan pidana 

denda 2.000.000.000, dirasa ringan mengingat Jaksa/Penuntut Umum  menuntut 
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pidana penjara 5 (lima) Tahun, dan mengingat hukuman penjara 3 (tiga) tahun 

adalah hukuman minimal dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penemptan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berbunyi. Belum lagi 

akibat lain yang ditimbulkan dari penyaluran TKI ilegal dalam berbagai aspek 

kehidupan. Seperti kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan, dan penghargaan 

terhadap manusia. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikitpun bahwa penyalur 

TKI ilegal bagain dari eksploitasi manusia gaya baru dan melanggar nilai-nilai 

kemanusian dan kemerdekaan. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Dalam Putusan No. 135/Pid. B/2015/PN. SDA tentang 

Tindak Pidana Tanpa Hak Turut Serta Menempatkan Warga Negara 

Indonesia di Luar Negeri 

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dalam putusan PN No. 135/pid. 

B/2015/SDA bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwah adalah 

pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di 

jerat dengan Pasal 102 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 

2004 tentang perlindungan dan penempatan warga Negara Indonesia di luar 

negeri.5 Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia 

untuk bekerja di luar negeri sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 

huruf a, di Pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dang paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 2.000.000.000 (dua milyar 

rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).” 

                                                           
5 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan 

tenaga kerja Indonesia di luar ngeri 
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Keadilan adalah prinsip  setiap  perumusan  hukum.  Keadilan bukan saja 

milik Islam sebagai doktrin sentral. Ibnu al-Qayyim secara tegas mengatakan 

bahwa Jika anda menemukan indikator dan bukti-bukti adanya keadilan dengan 

cara dan jalan apapun mendapatkannya, maka disanalah hukum Allah.6 Syari’at 

islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat 

manusia. Izzuddin ibn Abd al-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi’I mengatakan, 

setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, baik di 

dunia maupun akhirat. Hukum tidak dimaksudkan untuk kepentingan Allah dan 

kejahatan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya. Oleh karena itu 

menurutnya, setiap tindakan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah 

salah.7 

Tujuan syaria’t (maqashid asy-Syar‟iyyah) dengan lima prinsip 

perlindungan, yaitu:8 perlindungan terhadap keyakinan agama (hifzh ad-din), 

perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs), perlindungan terhadap pikiran (hifzh 

an-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifzh an-nasl), dan perlindungan 

terhadap harta benda (hifzh al-mal). Setiap keputusan hukum yang mengandung 

perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (maslahat) dan setiap 

yang mengabaikannya adalah kerusakan (mafsadat). Menolak kemaslahatan 

adalah kemadharatan. 

                                                           66  

6 Ibnu al-Qoyyim, ath-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar‟iyyah, Beirut: Dar al-Arqam, 

1999, hal. 39. 

7 Izzuddin Ibn Abd al-Slam, Qawa‟id al-Ahkam fi Mashalihu al-Anam, Cet. II, Juz II,Dar al-

Jil, 1980, hal. 73. 

8 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Gema Insan, 2003), hal. 76 
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Prinsip penghormatan dan kasih sayang, ini secara logis kemudian 

menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika 

dalam berelasi antarsesama. Seperti perlunya berbuat baik, pelarangan tindak 

kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-

bentuk pelanggaran yang ada pada kejahatan penyalur TKI ilegal bisa 

dikatagorikan sebagai tindakan kezaliman, Karena dalam perspektif Islam seperti 

kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta 

benda, jiwa, maupun harga diri seseorang. 

Dalam hukum pidana Islam, tanpa hak turut serta menempatkan warga 

negara Indonesia diluar negeri, dikategorikan sebagai jari<mah penipuan (gharar). 

Sementara sanksi bagi pelaku tanpa hak turut serta menempatkan warga negera 

Indonesia di luar negeri dalam hukum pidana Islam adalah ta’zi <r. Para fuqaha 

mengartikan ta’zir yaitu hukuman yang tidak tidtentukan oleh al-Qur’an dan 

hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba 

yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak 

mengulangi kejahatan serupa. 

Para ulama membagi jarimah ta>zir menjadi dua, yaitu: 9Jari<mah ta>zir 

yang berkaitan dengan hak Allah, yang dimaksud kejahatan yang berkaitan 

dengan hak Allah adalah segala sesutatu yang berkaitan dengan kemaslahatan 

umum. Sementara jari<mah ta>zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau 

hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi manusia.  

                                                           
9 Makhrus Munajat , Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras,2009), hal. 16 
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 Dalam hukuman ta>zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat 

diberlakukan teori tadhakhul. Jadi sanksinya dijumlajkan sesuai dengan 

banyaknya kejahatan. Misalnya jika seseorang menghina A, B, C, dan D, maka 

hukumannya adalah empat kali.10 Menurut penulis, hukuman bagi jari<mah tanpa 

hak turut serta menempatkan warga negara Indonesia di luar negeri, dalam 

hukum pidana Islam yaitu hukuman penjara tidak terbatas, terhukum terus 

dikurung sampai bertobat dan baik pribadinya atau sampai dia meninggal. Dalam 

Islam hukuman memiliki beberapa tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan 

Pengajaran. Dengan adanya tujuan dari hukuman tersebut, hukuman yang 

diberikan akan memberikan dampak positif kepada pelaku, yaitu dengan 

terbentuknya moral yang baik, sehingga akan membawa perilaku masyarakat 

sesuai dengan tuntutan agama.11 

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki dan menjaga 

masyarakat dalam interaksi sosial, hukuman harus mempunyai dasar, baik dari 

al-Qur’an, sunnah maupun lembaga legislatif yang mempunyai wewenang 

menetapkan hukum untuk kasus ta>zir. 

                                                           
10 Ibid, hal. 16 
11ibid, hal. 127. 

  


